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SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Menimbang

Mengingat

SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan guna
mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (3) dan Pasal
85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas
Lembaga Penjamin Simpanan serta Pinjaman Dari

Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)
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Menetapkan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SURPLUS DAN
TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga
penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai Lembaga Penjamin
Simpanan.

2. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari
sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang
digunakan antara lain untuk penggantian atau
pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang
digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang
Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari
sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang
dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa
yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas
dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
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tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai Perbankan serta Bank Umum Syariah dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
Perbankan Syariah.

Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat
SBN adalah meliputi surat utang negara dan surat
berharga syariah negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Surat Utang Negara
dan Undang-Undang mengenai Surat Berharga
Syariah Negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh
penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari
penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai Penerimaan Negara Bukan
Pajak.

Pemerintah  Pusat yang  selanjutnya  disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Keuangan Negara.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga  Penjamin
Simpanan adalah ketua merangkap anggota Dewan

Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
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BAB II
SURPLUS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 2
Surplus Lembaga Penjamin Simpanan merupakan
selisih lebih antara pendapatan Lembaga Penjamin
Simpanan dan beban Lembaga Penjamin Simpanan
yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan
standar akuntansi keuangan yang Dberlaku di
Indonesia.
Surplus Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah dikurangi
pajak penghasilan.
Surplus Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari
hasil kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun
dialokasikan sebagai berikut:
a. 20% (dua puluh persen) untuk Cadangan Tujuan;
dan
b. 80% (delapan puluh persen) diakumulasikan
sebagai Cadangan Penjaminan.
Pengalokasian surplus Lembaga Penjamin Simpanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada
laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan yang

telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3

Cadangan Tujuan digunakan untuk antara lain:

a. pengeluaran modal Lembaga Penjamin Simpanan
berupa penggantian atau pembaruan aktiva tetap
yang memiliki masa manfaat lebih dari satu
tahun; dan

b. pembelian perlengkapan kantor.

Lembaga Penjamin Simpanan menyusun rencana

penggunaan Cadangan Tujuan yang dituangkan dalam

rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga

Penjamin Simpanan.
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Cadangan Tujuan yang tidak direalisasikan sampai
dengan akhir tahun berjalan diakumulasikan ke

dalam Cadangan Tujuan di tahun berikutnya.

Pasal 4
Cadangan Penjaminan digunakan untuk menutup
defisit yang timbul untuk memenuhi kewajiban di
masa yang akan datang dalam rangka melaksanakan
tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
Setiap tahun bagian surplus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diakumulasikan sebagai
Cadangan Penjaminan.
Dalam hal akumulasi Cadangan Penjaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melebihi
tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
dari total simpanan pada seluruh Bank, bagian
surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Lembaga Penjamin Simpanan wajib menghitung dan
menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas negara
paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya
setelah tahun buku berakhir.
Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada
Cadangan Penjaminan yang tercantum pada laporan
keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.
Total simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan total simpanan pada seluruh Bank per 31
Desember untuk tahun yang sama dengan laporan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan tidak
melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Lembaga Penjamin Simpanan dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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